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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

APAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Kota
Yogyakarta;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
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Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Menteri Penda
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi;, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi;, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025

tentang Rencana Stra egis Komisi Pemilihan Umum Tahun
2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN

2025-2029 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

FEN AVAAWNJL 4 1 4ivVi LLaiN \JJ.'J.VJ J.L\I 1L A NSNALLALMLIANL LN

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Komisi
Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya

jdih.kpu.go.id/diy/yogyakarta-kota



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 1JMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 'TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029 KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KPU KOTA YOGYAKARTA
PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET DEFINISI OPERASIIONAL FORMULA PERHITUNGAN SUMBER DATA BAGIAN
2025 2026 2027 2028 2029 PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEM UMUM
Meningkatny:a kualitas layanan publik KPLU Persentase Kepuasan Layanan KPU 90% 90% 90% 95% 98% Persentase tingkat kepuasan (Jumlah nilai kepuasan yang Siurvei Kepuasan Divisi Keuangan, Umurna,
Kabupaten/Kota yang akuntabel dan nmdak Kota Yogyakarta kepada Publik pemangku kepentingan (pemilih, diperole:h + Nilai kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Rumah Tangga, dan
diakses peserta pemilu, media, Bawaslu, maksirnum) x 100% atau Klabupaten/Kota Logistik
masyarakat) terhadap layanan publik | dikonversi dari nilai SKM sesuai
yang diberikan KPU Kabupaten/Kota pedoman
Contoh:
Contoh:
Nilai SKM = 3,70 (skala 1-4)
(3,70 + 4,100) * 100% = 92,50%
Tersedianya clata peserta Pemilu tingkat Jumlah data peserta Pemilu tingkat 0% 0% 18 partail | 18 partai | 18 partai [Jumlah data peserta Pem:ilu pada Menghitunig jumlah data peserta |Keputusan KPU Divisi Teknis
kabupaten/kota yang lengkap, valid, deam seswai kabupaten/kota yang ditetapkan KPU politik dain | politik dan | politik dan | tingkat kabupaten/kota (inisalnya Pemilu tingkat kabupaten/kota |Kabupaten/Kota, Berita Penyeleggaraan
ketentuan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan 9 Orang | 9 Orang | 9 Orang | partai politik, calon pesertta Pemilu yang telah ditetapkan secara resmi |acara verifikasi Divisi Hukum dan
yang berlaku Peserta Peserta Peserta | sesuai kewenangan) yang: diterima sesuai ketentuan pada periode |administrasi dan faktual, Pengawasan
DPD DPD DPD dan diverifikasi, dinyatakan berjalan Laporan rekapitulasi data
memenuhi syarat, ditetapkan atau peserta Pemilu
direkap dan disampaikan ke KPU Contoh:
Provinsi sesuai ketentuan peraturan Jenis datia wajib ditetapkan = 4
perundang-undangan. Data diteteipkan sesuai ketentuan
=4
0 i =4 data
Tersedianya logistik Pemilu dan Pemiliban di Persentase penyediaan dan 0% 0% 0% 100% 100% | Persentase pemenuhan penyediaan (Jumlah kegiatan penyediaan & |Laporan distribusi logistik | Divisi Keuangan, Umura,
tingkat kabupaten/kota secara tepat, akuntabel, |pengelolaan logistik Pemilu dan dan pengelolaan logistik Pemilu dan pengelolaan logistik yang Rumah Tangga, dan
dan sesuai ketentuan Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota | dilaksanakian tepat dan akuntabel |Eserita acara serah terima  |Logistik
yang dilaksanakan secara tepat dan yang: sesuai kebutuhan TPS, tepat + Total kegiatan penyediaan &  |logistik
akuntabel waktu distribusi ke PPK/PPS/TPS, pengelolaan logistik yang
memenuhi spesifikasi tekiis, tertib direncanakan) x 100% Dokumen pengadaan,
administrasi dan dapat penyimpanan, dan
dipertanggungjawabkan Contoh: distribusi
Kegiatan direncanakan = 120
Kegiatan tepat & akuntabel = 114
(114 + 1220) x 100% = 95,00%
Terwujudnya penyelenggaraan pemungufar, Persentase pelaksanaan pemungutan, 0% 0% 100% 100% 100% | Persentase pelaksanaan tiahapan (Jumlah tahapan pemungutan, |BElerita acara pemungutan  |Divisi Teknis
penghitungari, dan rekapitulasi penghitumgan penghitungan, dan rekapitulasi pemungutan, penghitungan, dan penghitunigan, dan rekapitulasi |dan penghitungan suara Penyeleggaraan
suara tingkat kabupaten/kota sesuai tahspan penghitungan suara li KPU rekapitulasi penghitungan suara di yang dilaksanakan sesuai tahapan Divisi Hukum dan
yang ditetapkan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan tingkat kabupaten/kota yang: + Total tahapan yang wajib Eserita acara rekapitulasi Pengawasan
sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan sesuai jadwal nasional, dilaksanakan di tingkat tingkat kabupaten/kota
yang ditetapkan sesuai prosedur di TPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota) x 100%
Kabupaten/Kota, bebas dari Laporan pengawasan
pelanggaran tahapan yan;g berdampak Contoh: tiahapan
pada hasil Total tahapan wajib = 30
Tahapan :sesuai ketentuan = 29
(29 + 30) x 100% = 96,67%
P dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan
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1 Terlaksananya pendistribusian, dan pelaporan Persentase pengelolaan, 0% 0% 0% 100% 100% | Persentase KPU Kabupaten/Kota (Jumlah Icegiatan pengelolaan, |Laporan pengelolaan dan Sub Bagian Keuangan,
logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat pendistribusian, dan pelaporan yang: pendistritwsian, dan pelaporan |distribusi logistik Umum, dan Logistik
kabupaten/kiota sesuai ketentuan logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai - mengelola logistik sejak penerimaan | logistik vang sesuai ketentuan dan

ketentuan yaing berlaku dan tepat dari KPU Provinsi sampai tepat waktu + Total kegiatan Blerita acara penerimaan

pendistribusian ke PPK/PPS/TPS, pengelolaan, pendistribusian, dan |dan distribusi logistik
- melaksanakan pengelolaan logistik pelaporan logistik yang
sesuai standar (jenis, jumlah, mutu, direncanakan) x 100% Hasil pengawasan internal
waktu),
- menyampaikan laporan logistik Contoh:
secara lengkap dan tepat waktu Total kegiattan direncanakan = 100

Kegiatan sesuai ketentuan & tepat
dibandingkan dengan =95
standar/kebijakan/aturar

(95 + 100) x 100% = 95,00%

2 Terlaksanany a pendistribusian dan pelaporan Persentase TPS yang menerima 0% 0% 0% 100% 100% |KPU Kabupaten/Kota yang (Jumlah TPS yang menerima Laporan pengelolaan dan Sub Bagian Keuangan,
logistik Pemilu dan Pemilihan hingga ke tingkat logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai melaksanakan pengelolaan logistik logistik sessuai ketentuan + Total |distribusi logistik KPU Umum, dan Logistik
TPS secara te pat waktu, tepat jumlah, dan tepat  |ketentuan (tepat waktu, tepat jumlah, Pemilu dan Pemilihan yang meliputi: TPS yang dilayani) x 100% Kabupaten/Kota
sasaran. dan sesuai s pesifikasi). penerimaan logistik dari KPU Provinsi,

penyimpanan dan pengamanan Contoh:

logistik, Totell TPS = 120.000

pendistribusian logistik hingga ke ‘TPS mernerima logistik sesuai

PPK/PPS/TPS, dan ketentuan = 117.600

penyusunan serta penyampaian

laporan distribusi logistik, (117.600 + 120.000) * 100% =
98,00%

3 Terlaksananya penyusunan dan penyampaian Persentase penyusunan dan 100% 0% 0% 100% 100% | KPU Kabupaten/Kota yang menyusun | (Jumlah laporan logistik hingga |Laporan logistik KPU Sub Bagian Keuangan,
laporan logistik Pemilu dan Pemilihan sampai menyampaikan laporan logistik dan menyampaikan laporan logistik tingkat TPS yang disusun dan  |Klabupaten/Kota Umum, dan Logistik
dengan tingkat TPS secara sesuai keterituan. Pemilu dan Pemilihan secara lengkap, Pemilu dan Pemilihan yang meliputi: | disampaikan lengkap, akurat, dan

akurat, dan tepat waktu. tepat waktu + Total laporan logistik | Blerita Acara Penerimaan
laporan penerimaan logistik dari KPU | yang wajib disusun hingga tingkat |dan Distribusi Logistik
Provinsi, TPS) x 100%
Rekap laporan PPK/PPS
laporan pendistribusian logistik ke Contoh:
PPK/PPS/TPS, Total la poran wajib = 1.200 Hasil pengawasan internal
Laporan lengkap, akurat & tepat
laporan kondisi logistik (jumlah, jenis, waktu = 1.140 Blerita Acara Penerimaan
mutu), dan Distribusi Logistik
(1.140 + 1.200) x 100% = 95,00%
laporan sisa, kerusakan, (lan Hasil pengawasan internal
pengembalian logistik,
A.2. |Penguatan Kualitas Peraturan Perunidang-Undangan
1 Terlaksananya penyajian informasi produk hukum |Persentase penyajian informasi 100% 100% 100% 100% 100% |KPU Kabupaten/Kota yang (Jumlah penyajian informasi Website resmi KPU Sub Bagian Teknis

KPU kepada publik di tingkat kabupate:n/kota
secara tepat, cepat, dan akurat.

produk hukum KPU secara tepat,
cepat, dan alkurat sesuai ketentuan.

menyajikan informasi produk hukum
KPU kepada publik melalui media
resmi (website, JDIH, atau media
informasi resmi lainnya), yang:

memuat produk hukum KPU yang
relevan dan berlaku,

dipublikasikan tepat waktu sesuai
ketentuan,

disajikan secara akurat dan tidak
menimbulkan kesalahan penafsiran,

jdih.kpu.go.id/diy/yogyakarta-kota

produk hukum yang memenuhi
kriteria tepat, cepat, dan akurat +
Total penyajian informasi produk
hukum yang dinilai) x 100%
Contoh:
Total penyajian dinilai = 300
Penyajian niemenuhi kriteria = 285

(285 + 300) x 100% = 95,00%

Kabupaten/Kota
JDIH KPU

Laporan PPID atau
pengelola informasi

Hasil pengawasan internal

Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum




2 Terlaksanany a peningkatan pemahaman terhadap |Persentase mengikuti penyuluhan 100% 100% M@ 100% 100% |KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti (Jumlah peserta/satker yang Siurat Sub Bagian Teknis
Peraturan KPU melalui penyuluhan hukum yang |hukum Peraturan KPU dengan baik. kegiatan penyuluhan hukum mengikuti penyuluhan hukum  |undangan/penugasan Penyelenggaraan Pemilu
diterima. mengenai Peraturan KPU dan produk | dengan baik + Total peserta/satker dan Hukum

hukum terkait, yang: yang mengikuti penyuluhan Daftar hadir peserta
hukum) x 100%
diikuti oleh pejabat atau pegawai yang Laporan atau notulensi
ditugaskan, Contoh: penyuluhan hukum
Total peserta = 800
dilaksanakan sesuai undangan atau Mengiku ti dengan baik = 760 Dokumentasi kegiatan
penjadwalan resmi,
(760 + 800) x 100% = 95,00% Hasil pengawasan internal
didokumentasikan melalui laporan
kegiatan

3 Terlaksananya pelaksanaan kebijakan regulasi Persentase pelaksanaan kebijakan 100% 100% IO 100% 100% | KPU Kabupaten/Kota yang (Jumlah kebijakan regulasi KPU |Laporan pelaksanaan Sub Bagian Keuangan,
KPU di tingkait kabupaten/kota secara patuh regulasi KPU' sesuai ketentuan dan melaksanakan kebijakan dan regulasi yang diillaksanakan sesuai kebijakan/regulasi Umum, dan Logistik
hukum dan akuntabel. tidak menimbulkan sengketa hukum. KPU dalam penyelenggaraan tahapan ketentuan dan tanpa sengketa Sub Bagian Teknis

dan non-tahapan Pemilu/ Pemilihan, hukum + Total kebijakan regulasi |Dokumen kepatuhan dan Penyelenggaran Pemilu
yang: KPU yang clilaksanakan di tingkat |E3A dan Hukum
kabupiten/kota) x 100% Sub Bagian Perencanasn,

dilaksanakan sesuai Peraituran KPU Data sengketa dan putusan |Data, dan Informasi
dan petunjuk teknis; Contoh: pengadilan Sub Bagian

Total kebijakan dilaksanakan = Sub Bagian Partisipasi,
didukung dokumen pelakisanaan dan 120 Laporan pengawasan Hubungan Masyarakat,
kepatuhan; Sesuai ketentuan & tanpa internal dan Sumber Daya

sengketa = 114 Manusia
tidak menimbulkan sengketa hukum
akibat pelanggaran regulasi, atau (114 + 120) x 100% = 95,00%
apabila terdapat gugatan, putusan
menyatakan KPU Kabupaten/Kota
tidak bersalah/tidak melanggar
hukum
A.3. |Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih

1 Terlaksananya kerja sama kelembagaain KPU Jumlah lembaga di tingkat 2 lembaga | 2 lembaga | 2! lennibuga | 2 lembaga | 2 lembaga | Jumlah lembaga pemerintah daerah, | Menghitung jumlah lembaga yang |Nota Kesepahaman / Sub Bagian Teknis
Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam kabupaten/kota yang menjalin kerja instansi vertikal, lembaga pendidikan, | memiliki dokumen kerja sama aktif | Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaran Pemilu
mendukung penyelenggaraan Pemilu dan sama dengan KPU Kabupaten/Kota organisasi masyarakat, atau pihak (MoU/PKS; atau dokumen resmi dan Hukum
Pemilihan di ingkat kabupaten/kota. dalam mendukung penyelenggaraan terkait lainnya di tingkat lain) dengan KPU Kabupaten/Kota |Keputusan KPU Sub Bagian Partisipasi,

Pemilu dan Pemilihan.

kabupaten/kota yang menjalin kerja
sama dengan KPU Kabupiaten/Kota,
yang:

-didokumentasikan dalam Nota
Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama,
atau bentuk kesepakatan lain yang
sah,

- mendukung pelaksanaann tahapan
dan/atau non-tahapan Pemilu dan
Pemilihan,

- dilaksanakan sesuai kevvenangan
KPU Kabupaten/Kota,

yang berlaku dan diakui pada tahun
berjalan.,

pada periode berjalan
Contoh:
Kerja sama aktif ditetapkan = 12
lembaga

Capaian = 12 lembaga

Kabupaten/Kota
Laporan kerja sama

Dokumentasi kegiatan

Hubungan Masyarakat,
dan Sumber Daya
Manusia

Sub Bagian Perencanaen,
Data, dan Informasi

jdih.kpu.go.id/diy/yogyakarta-kota




Terselenggaremnya layanan informasi dan data
publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota secara
cepat, akurat, dan tepat.

Persentase permohonan informasi
dan data yang ditindaklanjuti melalui
PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

100%

100%

100%

100%

1.00%

Persentase permohonan informasi dan
data publik yang diterima dan
ditangani oleh PPID KPU
Kabupaten/Kota, yang:

1. diproses sesuai standar operasional
layanan PPID,

2. diselesaikan dalam batas waktu
yang ditetapkan,

3. disampaikan dengan informasi
yang benar, relevan, dan lengkap,

4. terdokumentasi dalam laporan
layanan PPID,

dibandingkan dengan total
permohonan informasi dan data yang
diterima oleh PPLD KPU
Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.

(Jiumndisdh permohonan informasi
dizm dism yang ditindaklanjuti
sl ketentuan + Total
penmelieman informasi dan data
wanmg diterima) x 100%

Contoh:
Totts] pammnohonan diterima = 350
Permmiieman ditindaklanjuti sesuai
letentuan = 333

(B33 = 350) x 100% = 95,14%

Register permohonan
informasi PPID KPU
Kiabupaten/Kota

Aplikasi/website layanan
FPID

Laporan layanan informasi
publik

Dokumen pemberian atau
penolakan informasi

Hasil pengawasan internal

Sub Bagian Partisipasi,
Hubungan Masyarakat;,
dan Sumber Daya
Manusia

Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Femilih
kepada Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu
dan Pemilihain

Persentase Satker KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan
Pemilih melalui Media yang Tersedia

100%

100%

100%

100%

1.00%

KPU Kabupaten/ Kota yang
melaksanakan sosialisasi pendidikan
pemilih kepada masyarakat, yang:

1. menggunakan satu atau lebih
media yang tersedia (daring maupun
luring),

2. memuat materi pendidikan pemilih
sesuai pedoman IKPU,

3. dilaksanakan (lalam periode tahun
berjalan,

4. dibuktikan dengan laporan dan
dokumentasi kegiatan,

dibandingkan dengan total KPU
Kabupaten/Kota yang menjadi
sasaran kegiatan pada tahun
berjalan.

{(Jurrdlsih kegiatan sosialisasi
pemdiifiikam pemilih melalui media
ey tensedia + Total kegiatan
sosiidiwesii pendidikan pemilih yang
diitmeanakan) x 100%

Contoh:
Weggmtam direncanakan = 200
egiiettm melalui media = 190

(U9 + 200) x 100% = 95,00%

Laporan sosialisasi
pendidikan pemilih

Dokumentasi publikasi dait
kegiatan

Media resmi KPU
Kabupaten/Kota

Hasil pengawasan internal

Sub Bagian Partisipasi,
Hubungan Masyarakat,
dan Sumber Daya
Manusia

A.4.

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Terlaksananya tahapan pencalonan, keimpanye,
pemungutan suara, penghitungan suara, dan
rekapitulasi penghitungan suara di tingkat
kabupaten/kota sesuai jadwal tahapan. yang
ditetapkan KIPU.

Persentase tiahapan pencalonan,
kampanye, pemungutan suara,
penghitungan suara, dan rekapitulasi
penghitungan suara sesuai jadwal
tahapan yang ditetapkan KPU.

0%

0%

100%

100%

1.00%

KPU Kabupaten/ Kota yang
melaksanakan seluruh tahapan
Pemilu dan Pemilihan, yang
dilaksanakan sesuai jadwal tahapan
yang ditetapkan oleh KPU, tidak
mengalami keterlambatan
pelaksanaan yan;g disebabkan oleh
kesalahan administratif atau teknis
penyelenggara, dibuktikan dengan
berita acara dan laporan pelaksanaan
tahapan,

dibandingkan dengan total KPU
Kabupaten/Kota yang menjadi
sasaran pada tahun berjalan.

(Whammlah tahapan yang
dilaltsgmalizan sesuai jadwal + Total
wang wajib dilaksanakan
di tiimglat lkabupaten/kota) x 100%

Contoh:
‘Thetid] ttahapan wajib = 25
Tisthapun sesuai jadwal = 24

(@8 +25) x 100% = 96,00%

kleputusan KPU tentang
tiahapan dan jadwal

Blerita Acara pelaksanaan
t:ahapan

Laporan pelaksanaan
tahapan

Reekapitulasi pelaksanaan
tiahapan

Hasil pengawasan internal

Sub Bagian Teknis
Penyelenggaran Pemilu
dan Hukum

Terlaksananya dukungan dan pemenuhan
administrasi PAW Anggota DPRD Kabu paten/Kota
sesuai ketentuan yang berlaku.

Jumlah perniohonan administrasi
PAW Anggot: DPRD Kabupaten/Kota
yang ditindaklanjuti dan disampaikan
tepat waktu kepada KPU Provinsi
sesuai ketentuan.

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

Jumlah permohonan administrasi
Penggantian Antair Waktu (PAW)
Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang
diterima dan diverifikasi kelengkapan
administrasinya oleh KPU
Kabupaten/Kota, disampaikan
kepada KPU Provinsi sesuai batas
waktu, sesuai keflentuan peraturan
perundang-undangan, dan
terdokumentasi siecara resmi yang
diproses pada tahun berjalan,

Mangihitiumg jumlah permohonan
admiimisdmasi PAW Anggota DPRD
Kaltupaten/Kota yang
ditimiigidismjuti secara lengkap dan
dissmpsiizan tepat waktu kepada
KPU Firewitusi pada periode berjalan

Contoh:
Pesmnieman PAW diterima = 30
Prmmihonan ditindaklanjuti &
dimmyppriikan tepat waktu = 28

Crgpain = 28 permohonan

Dokumen permohonan PAW

Blerita Acara verifikasi
administrasi

Siurat pengantar ke KPU
Provinsi

Laporan tindak lanjut
administrasi PAW

Sub Bagian Teknis
Penyelenggaran Pemilu
dan Hukum
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3 Terlaksananya penyusunan Daerah Pemilihan Persentase penyusunan Daerah 0 0 100% 100% 0 Persentase KPU/ KIP Kabupaten/Kota (Jumlah Dapil DPRD Keputusan KPU/KIP Sub Bagian Teknis
(Dapil) anggotta DPRD Kabupaten/Kota secara Pemilihan (D apil) anggota DPRD yang menyusun Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota yang disusam |{tentang Dapil DPRD Penyelenggaran Pemilu
tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kabupaten/Kota sesuai ketentuan (Dapil) anggota DPRD sesuai ketentuan + Total Dagpill  |[Kabupaten/Kota dan Hukum

yang berlakut. Kabupaten/Kota, yang: DPRD Kabupaten/Kota yang wwagiih
disusun) x 100% Berita Acara penyusunan

1. mengacu pada Undang-Undang dian penetapan Dapil
Pemilu dan Peraturan KPU tentang Contoh:
penataan Dapil; Total Dapil wajib = 1.20® Dokumen pendukung
2. memenuhi prinsip penataan Dapil Dapil sesuai ketentuan = 1,170 |jpenataan Dapil
sesuai ketentuan;
3. dilaksanakan ssesuai jadwal (1.170 + 1.200) x 100% = 97,50 |[Laporan tahapan penataan
tahapan yang ditetapkan KPU; Dapil
4. ditetapkan dan didokumentasikan
secara resmi;

ihandinokan d total KPIT/KIP

4 Terlaksananya tahapan Pemilu dan Pernilihan di | Persentase tahapan Pemilu dan 0% 0% 100% 100% 100% |KPU Kabupaten/ Kota yang {(Jumlah tahapan Pemilu cham Keputusan KPU tentang Sub Bagian Keuangan,
tingkat kabupaten/kota sesuai jadwal :ahapan Pemilihan se suai jadwal tahapan yang melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan yang dilaksanakam fjadwal tahapan, BA Umum, dan Logistik
yang ditetapk:an KPU. ditetapkan KPU. Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal sesuai jadwal + Total tahapem  |tahapan, laporan Sub Bagian Perencanasan,

yang ditetapkan XPU, dengan kriteria: | Pexmilu dan Pemilihan yang waijjiv ||pelaksanaan, rekap Data, dan Informasi
1. setiap tahapan dilaksanakan tepat dilaksanakan di tingkat lkepatuhan jadwal. Sub Bagian Partisipasi,
waktu; kabupaten/kota) x 100% Hubungan Masyarakat.,
2. tidak terdapat keterlambatan dan Sumber Daya
akibat kesalahan administratif atau Contoh: Manusia
teknis penyelenggara; Total tahapan wajib = 30 Sub Bagian Teknis
3. didukung berita acara dan laporan Tahapan sesuai jadwal = 29 Penyelenggaran Pemilu
pelaksanaan tahapan. dan Hukum
(29 + 30) x 100% = 96,67
dibandingkan deiigan total KPU
Kabupaten/Kota yang menjadi
sasaran pada tahun berjalan,
A.5. [Pendidikan Pemmilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal
1 Terlaksanany a kegiatan pendidikan pernilih Persentase kegiatan pendidikan 100% 100% 100% 100% 100% |KPU Kabupaten/Kota yang (Jumlah kegiatan pendidiksam Laporan kegiatan Sub Bagian Partisipasi,
kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota. pemilih yang; telah dilaksanakan. melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanalam + | pendidikan pemilih Hubungan Masyarakat;,
pemilih kepada masyarakat, dengan Total kegiatan pendidikan pemiifi dan Sumber Daya
kriteria: yang direncanakan) x 100 Dokumentasi publikasi dann |Manusia
1. kegiatan memuat materi Ikegiatan
pendidikan pemilih sesuai pedoman Contoh:
KPU; Kegiatan direncanakan = I&® |Bfedia resmi KPU
2. dilaksanakan pada tahun berjalan; Kegiatan dilaksanakan = 17 |[Kabupaten/Kota
3. menggunakan metode dan media
yang tersedia; (171 + 180) x 100% = 95,00%, |[Hasil pengawasan internal
4. dibuktikan dengan laporan dan
dokumentasi kegiatan;
dibandingkan dengan total KPU
Kabupaten/Kota yang menjadi
sasaran pada tahun berjalan.

2 Meningkatnya cakupan pendidikan perailih bagi Jumlah pemilih pemula, kelompok 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 3010 orang |Jumlah pemilih pemula, kelompok Menghitung jumlah individw diurii |[Laporan kegiatan Sub Bagian Partisipasi,
pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di |rentan, dan ‘marjinal di tingkat rentan, dan marjinal di wilayah kategori pemilih pemula, kelomugmik |pendidikan pemilih Hubungan Masyarakat;,
tingkat kabupaten/kota kabupaten/kota yang diberikan kabupaten/kota yang: rentan, dan marjinal yang te mtisdt dan Sumber Daya

pendidikan pemilih memperoleh penclidikan pemilih naengikuti kegiatan pendidikam |[Daftar sasaran dan capaian |Manusia
melalui tatap muka, media, atau jpemilih pada periode berjalm ipendidikan pemilih
komunitas,
terdata dan terdokumentasi, Contoh: Mokumentasi kegiatan dan
dilaksanakan sesuai ketentuan dan Pemilih pemula = 3.20(} media sosialisasi
pedoman pendidikan pemilih Kelompok rentan = 1.10@
Kelompok matjinal = 70@
dibandingkan dengan total sasaran
kelompok pemilitt tersebut di wilayah Total = 5.000 pemilih
kabupaten/kota.
B. |PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
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Meningkatnya kapasitas SDM KPU Persentase pegetwai KPU 100% 100% 100% 100% 100% |Persentase pegawai KP1J (Jumlah pegawai KPU SIMPEG / SIASN Divis Sosialisasi.
Kabupaten/Kota yang kompeten sesuai standar Kabupaten/Kota yang kompetensinya Kabupaten/Kota yang: Kabupatizn/Kota yang memenuhi Pendidikan Pemilih,
penugasan sesuai standar penugasan memenuhi standar konipetensi standar lkompetensi penugasan + | Hasil asesmen kompetensi | Partisipasi Masyarakat
jabatan dan tugas Tiotal pegawai KPU dan Sumber Daya
telah mengikuti pengenibangan Kabuipaten/Kota) * 100% Dokumen pengembangan  |Manusia
kompetensi minimal yang kompetensi
dipersyaratkan Contoh:
memiliki bukti pemenuhan Toftal pegawai = 1.500
kompetensi Pegawai sesuai standar
kompetensi = 1.425
Terwujudnya d ukungan sarana dan prasarana Persentase sarana dan prasarana 100% 100% 100% 100% 100% |Persentase sarana dan prasarana KPU| (Jumlah sarana dan prasarana | SIMAK-BMN Divisi Keunangan, Umum,
KPU Kabupaten/Kota yang memadai dan KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi Kabupaten/Kota yang: KPU Kabupaten/Kota dalam Rumah Tangga, dan
mendukung kelancaran tugas dan fungsi baik dan layak tersedia sesuai kebutuhan kondisi baik dan layak + Total Laporan inventaris dan Logistik
operasional, sarana dan prasarana KPU kondisi aset
dalam kondisi baik dar: layak pakai, Kabupaten/Kota yang dimiliki) x
mendukung pelaksana:an tahapan 100% Berita acara pengecekan
Pemilu dan Pemilihan, sarana dan prasarana
tercatat dan dikelola sesuai ketentuan Contoh:
BMN Total sarana/prasarana = 3.000
unit
Kondisi baik & layak = 2.850 unit
_(2 850 + 3.000) x 100% = 95.00%
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan |Persentase penyelesaian tindak lanjut 100% 100% 100% 100% 100% |Persentase pengelolaan dan pelaporan (Jumlah rekomendasi hasil Laporan TLHP, Divisi Keuangan, Umum,
dan kinerja KPU Kabupaten/Kota hasil pemeriksaan BPK/APIP di KPU keuangan KPU Kabupa ten/Kota yang: | pemeriksiaan BPK/APIP yang telah Rumah Tangga, dan
Kabupaten/Kota sesuai SAP dan peraturan ditindaklanjuti sesuai ketentuan + | Laporan Keuangan Satker |Logistik
perbendaharaan, Total rekomendasi hasil KPU Kabupaten/Kota,
tepat waktu dan lengkeip, pemeriksaan BPK/APIP yang
minim temuan berulang, cliterima) x 100% Berita acara rekonsiliasi
seluruh rekomendasi BPK/APIP keuangan dan BMN
ditindaklanjuti Contoh:
Total rekomendasi = 240
sebagai kontribusi terhadap Opini Rekomendasi ditindaklanjuti = 228
BPK KPU nasional.
(228 + 240) x 100% = 95,00%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Nilai implementasi SAKIP KPU BB BB BB BB BB Nilai atau persentase caapaian Penilaian berdasarkan hasil Hasil evaluasi SAKIP Divisi Perencanaan, Data,
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SAKIP Kabupaten/Kota implementasi SAKIP di KPU evaluasi [SAKIP oleh instansi yang | internal/Inspektorat dan Informasi
Kabupaten/Kota yang meliputi: berweneing terhadap komponen
Perencanaan kinerja perencanaan kinerja, pengukuran
Pengukuran kinerja kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi
Pelaporan kinerja internel, dan capaian kinerja
Evaluasi internal
Capaian kinerja Contoh:
Nilai SAKIP hasil evaluasi = 72,80
berdasarkan pedoman evaluasi SAKIP Predikat = B
KemenPAN-RB, sebagai kontribusi
terhadap Nilai SAKIP KPU RI
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran|Nilai Capaian Indikator Kinerja 90 92 95 97 100 Nilai capaian IKPA KPU' Penilaian berdasarkan hasil Aplikasi OMSPAN / Divisi Keuangan, Umum,

KPU Kabupate:n/Kota

Pelaksanaan Ariggaran (IKPA) KPU
Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota sebagaimana
ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan yang mencerminkan:
ketepatan perencanaan: dan revisi

anggaran,

ketepatan pelaksanaan dan
penyeraparn,

ketertiban pelaporan keuangan,
kepatuhan terhadap regulasi
anggaran

pengukuran IKPA oleh Kementerian
Keuangan terhadap kualitas
perencanaan anggaran,
pelaksanaan, penyerapan,
kepatuhan regulasi, dan pelaporan

Contoh:
Nilai IKPA = 95,80
Predikat = Sangat Baik

MONSAKTI

Laporan nilai IKPA dari
KPPN

Rumah Tangga, dan
Logistik
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6 Tersedianya clata pemilih tingkat kabupaten/kota |Persentase data pemilih tingkat 100% 100% 100% 100% 100% |Persentase data pemilih hasil (Jumlah data pemilih tingkat Berita acara penetapan Divisi Perencanaan, Data,
yang valid, alcurat, dan sesuai ketentuan kabupaten/kota yang ditetapkan KPU pemutakhiran di tingkat PPS/PPK keibupaten/kota yang ditetapkan |DPS/DPT tingkat dan Informasi
Kabupaten/Iota sesuai ketentuan vang: sesuai ketentuan + Total dlata | kabupaten/kota
yang berlakui telah melalui pencocokan dan pemilih tingkat kabupaten/ kota
penelitian (coklit), yang wajib ditetapkan) x 100% |Keputusan KPU
memenuhi persyaratan sebagai Kabupaten/Kota
pemilih, Contoh:
ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota Total data pemilih wajib Data dan laporan Sidalih
sesuai tahapan ditetapkan = 1.200
Data ditetapkan sesuai ketentuan
sebagai bahan rekapitulasi ke tingkat =1.170
provinsi.
(1.170 + 1.200) x 100% = 97,50%
7 Meningkatnya keterpaduan data dan sistem Persentase data dan sistem IT di KPU 100% 100% 100% 100% 1.00% |Persentase data clan sistem/aplikasi (Jumlah data dan sistem IT KPU |Laporan pemanfastan Divisi Keuangan, Umuuna,
informasi Penailu di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten/IKota yang terintegrasi yang digunakan IXPU Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota yang terintegrasi |aplikasi nasional Rumah Tangga, dan
dengan sistem KPU Provinsi dan KPU yang: dengan sistem KPU Provinsi dan Logistik
RI terintegrasi secara vertikal ke sistem | KPU RI + Total data dan sistem IT |Rekap input dan Divisi Perencanaan, Data,
KPU Provinsi dan. KPU R, KPU Kabupaten/Kota yang sinkronisasi data dan Informasi
diinput dan diperbarui sesuai standar digunakan) x 100% Divis Sosialisasi.
dan jadwal, Hasil monitoring dlan Pendidikan Pemilih,
tidak dikelola secara manual atau Contoh: evaluasi TIK Partisipasi Masyarakat
terpisah (stand allone) Total data/sistem IT = 220 dan Sumber Daya
Terintegrasi = 18 Manusia
dibandingkan dengan seluruh data Divisi Teknis
dan sistem IT yang digunakan KPU (18 + 20} x 100% = 90,00% Penyelenggaraan
Kal LKnta Diviei Hnlym dan
B.1. [Pengelolaan Keuangan
1 Meningkatnyia kemampuan pejabat Persentase pejabat perbendaharaan di 100% 100% 100% 100% 1.00% |Persentase pejabeit perbendaharaan di| (Jumlah pejabat perbendaharaan |Laporan Sub Bagian Keuangan,
perbendaharaian KPU Kabupaten/Kota dalam KPU Kabupaten/Kota yang mampu KPU Kabupaten/ Kota yang menyusun KPU Kabupaten/Kota yang pertanggungjawaban Umum, dan Logistik
menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan |menyelesaikan pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan menyelesaikan anggaran
anggaran sesuai ketentuan. penggunaan anggaran sesuai pertanggungjawa ban penggunaan pertanggungjawaban sesuai
ketentuan yang berlaku. anggaran, sesuai dengan ketentuan ketentuan + Total pejabat Berita acara/verifikasi
peraturan perunciang-undangan, perbendaharaan KPU KPPN
disampaikan tepat waktu, dinyatakan Kabupaten/Kota) x 100%
lengkap dan benear berdasarkan hasil Hasil pengawasan internal
verifikasi, Contoh:
Total pejabat perbendaharaian = |Laporan hasil pemeriksaan
dibandingkan deiigan total pejabat 380
perbendaharaan di KPU Menyelesaikan sesuai ketenttuan =
Kabupaten/Kota pada tahun berjalan. 361
(361 + 380) x 100% = 95,00%
2 Terlaksananya penyusunan dan penyampaian Jumlah laporan sistem akuntansi dan | 2 laporan | 2 laporan | 22 laporan | 2 laporan | 2 laporan |Jumlah laporan sistem akuntansi dan | Menghitung jumlah laporan sistem | Laporan keuangari KPU Sub Bagian Keuangan,

laporan sistern akuntansi dan pelaporan keuangan
KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuar..

pelaporan keuangan KPU
Kabupaten/I{ota yang disusun dan
disampaikan sesuai ketentuan.

pelaporan keuangan KPU
Kabupaten/Kota yang:

disusun berdasarkan transaksi
keuangan pada tiahun berjalan;

menggunakan sistem akuntansi
pemerintah yang berlaku;

disampaikan tepat waktu dan sesuai
format yang ditetapkan;

yang diselesaikari pada tahun
berjalan.

akuntansi dan pelaporan keuangan
KPU Kabupaten/Kota yang
disusun dan disampaikan tepat
walktu serta sesuai ketentuan pada
periode berjalan
Contoh:
Laporan wajib = 4 laporan
(Triwulan 1-IV)
Laporan disusun & disampaikan
sesuai ketentuan = 4

Capaian = 4 laporan

Kabupaten/Kota
Sistem/aplikasi alauntansi

Berita acara penyampaian
laporan

Dokumen pendukiung
pelaporan keuangan

Umum, dan Logistik
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Terlaksananya sistem akuntansi dan peleiporan Jumlah laporan PIPK KPU 1 l.aporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |Jumlah laporan Pengendalian Intern Menghitung jumlah laporan Laporan PIPK Sub Bagian Keuangan,
kenangan denggan baik di KPU Kabupateri/Kota Kabupaten/Kota yang disusun sesuai atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang: Penilaian Implementasi Umum, dan Logistik
ketentuan Pengendalian Keuangan (PIPK) KPU | Bukti pengiriman laporan
disusun oleh KPU Kabupaten/Kota Kabupatein/Kota yang disusun dan
disampiaikan sesuai ketentuan | Dokumen pendukung SPI
mencerminkan pengencdialian intern pada periode berjalan pelaporan keuangan
pelaporan keuangan satker
Contoh:
sesuai pedoman PIPK dlan standar Laporan PIPK wajib = 1 laporan
akuntansi Laporan «lisusun sesuai ketentuan
=1

disampaikan tepat waktu kepada KPU

Provinsi/KPU RI Capaian = 1 laporan

dalam satu tahun anggaran.
Terlaksananya sistem akuntansi dan peleiporan Persentase peningkatan kapasitas 95% 95% 95% 95% 95% Persentase operator apllikasi modul (Jumlah operator aplikasi SAKTI | Dokumen pelatihan/bimtek |Sub Bagian Keuangan,
keuangan dengian baik di KPU Kabupateri/Kota operator aplikasi SAKTI modul pelaporan keuangan di KPU modul pelaporan KPU Umum, dan Logistik

pelaporan KPU Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang: Kabupaten/Kota yang Sertifikat/hasil evaluasi
kompetensinya
mengikuti pelatihan, bimtek, atau meningkat/ tersertifikasi + Total | SK operator aplikasi
pendampingan teknis operator aplikasi SAKTI modul
pelaporan KPU Kabupaten/Kota) x | Laporan kegiatan

memenuhi standar konipetensi 100% peningkatan kapasitas

minimal pengoperasian. aplikasi

pelaporan Contoh:

Total operator = 200

mampu melaksanakan pelaporan Operator kompeten/meningkat

keuangan sesuai ketentuan kapasitas = 190

dibandingkan dengan total operator (190 + 200) * 100% = 95,00%

aplikasi modul pelaporan pada tahun

berjalan.
Terlaksananya sistem akuntansi dan peleip Per rekap penat h 100% 100% 100% 100% 100% |Persentase rekap penatausahaan (Jumlal piutang TP/TGR KPU | Dokumen TP/TGR Sub Bagian Keuangan,

keuangan dengan baik di KPU Kabupateri/Kota

piutang TP/TGR KPU
Kabupaten/Kota

piutang TP/TCR di KPU
Kabupaten/Kota yang:

dicatat secara tertib dan mutakhir

sesuai dengan dokumen penetapan
dan ketentuan TP/TGR!

dilaporkan tepat waktu kepada KPU
Provinsi/KPU RI

mendukung keandalan laporan
keuangan satker

dibandingkan dengan total piutang
TP/TGR yang menjadi lkewajiban
satker pada tahun berjalan.

Kabupaten/Kota yang
ditatausaliakan dan direkap sesuai
ketentuan + Total piutang TP/TGR

KPU Kabupaten/Kota) x 100%

Contoh:
Total piutang TP/TGR = 120 kasus
Ditatausahakan & direkap sesuai
ketentuan = 114 kasus

(114 + 120) x 100% = 95,00%

Register piutang
Laporan penatausahaan

Sistem akuntansi keuangam

Umum, dan Logistik
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6 Tersuisunnya dan tersampaikannya Laporan Persentase penyampaikan Laporan 100% 100% 100% 100% 100% |KPU Kabupaten/ Kota yang: (Jumlah KPU Kabupaten/Kota |Bukti penyampaian LPJ Sub Bagian Keuangan,
Perteinggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU | Pertanggungjawaban Penggunaan yang menyampaikan laporan Umum, dan Logistik
Kabuipaten/Kota secara tepat waktu sesuai Anggaran dengan tepat waktu, menyusun Laporan pertanggungjawaban penggunaan |Sistem/aplikasi pelaporan
ketentuan. Pertanggungjawa ban Penggunaan anggaran tepat waktu + Total KPU | kenangan

Anggaran sesuai ketentuan; Kabupaten/Kota yang wajib
menyampaikan laporan) x 1.00% |Rekapitulasi pelaporan
menyampaikan LPJ tepat waktu
sesuai jadwal pelaporan yang Contoh: Hasil pengawasan internal
ditetapkan; Total KPU Kabupaten/Kota wajib
laporan = 500
dibuktikan dengan tanda terima atau | Laporan disampaikan tepat waktu
pencatatan pada sistem pelaporan =485
keuangan;
(485 + 500) * 100% = 97,00%
dibandingkan deingan total KPU
Kabupaten/Kota yang wajib
menyampaikan LPJ pada tahun
berjalan.

T Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan Persentase penyelesaikan 100% 100% 100% 100% 100% |KPU Kabupaten/ Kota yang: (Jumlah pembayaran gaji dan Data SPM/SP2D Sub Bagian Keuangan,
pegawai KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu |pembayaran gaji dan tunjangan tunjangan pegawai yanjg Umum, dan Logistik
sesuai ketentuar. pegawai seceira tepat waktu. memproses pembayaran gaji diiselesaikan tepat waktu + ‘Total |Rekapitulasi realisasi

dan/atau tunjangan pegawai; pembayaran gaji dan tunjangan |pembayaran
pegawai yang wajib dilakukan) %
menyelesaikan pembayaran tepat 100% Bukti pembayararn
waktu sesuai jadwal yang ditetapkan; gaji/ tunjangan
Contoh:
dibuktikan dengan penerbitan SP2D Total pembayaran wajib = 6.000 |Hasil pengawasan internal
atau bukti pembayaran resmi; transaksi
Pembayaran tepat waktu = 5.880
tidak mengalami keterlambatan transaksi
akibat kesalahan administrasi satker;
(5.880 + 6.000) x 100% = 98,00%
dibandingkan dengan total KPU
Kabupaten/Kota yang wajib
melakukan pembayaran pada periode
berjalan.
B.2. aj P dan Organisasi
1 Terwujudnya perencanaan program dain anggaran |Persentase perencanaan program dan 100% 100% 100% 100% 100% |KPU Kabupaten/ Kota yang: (Jumlah perencanaan program dan [Dokumen perencanaan Sub Bagian Perencanaan,

KPU Kabupaten/Kota yang sesuai ketentuan
perencanaan.

kegiatan sesuai ketentuan yang
berlaku.

menyusun dokunaen perencanaan
program dan kegiatan sesuai siklus
perencanaan;

memenuhi ketenfuan perencanaan
(keterkaitan dengan Renstra, pagu
anggaran, standar biaya, dan
nomenklatur);

disampaikan tepat waktu sesuai
jadwal,

dibuktikan dengain dokumen dan
pencatatan pada sistem perencanaan;

dibandingkan dengan total KPU
Kabupaten/Kota yang wajib
menyusun perencanaan pada tahun
berjalan.

keegiatan KPU Kabupaten/Kota
yang disusun sesuai ketentuan +
Total perencanaan program. dan
kegiatan yang wajib disusuin) x
100%

Contoh:
Total dokumen perencanaan = 500
Dokumen sesuai ketentuan = 480

(480 + 500) x 100% = 96,00%

(Renja/RKA/DIPA)

Sistem/aplikasi
perencanaan

Bukti verifikasi/ perbaikan
dokumen

Hasil pengawasan internal

Data, dan Informasi

e —————=—=_—_—__—_—_ESLAL S L LSS
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Terwujudnya koordinasi dan ketja sama Jumlah lembaga di tingkat 2 lembaga | 2 lembaga | 2 lem baga | 2 lembaga | 2 lembajga [Jumlah lembaga pemetintah daerah, Menghitung jumlah lembaga di | MoU/PKS atau dokumen Sub Bagian Perencanaan,
kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan kabupaten/kot:a yang melakukan instansi vertikal, lembaga pendidikan, tingkat: kabupaten/kota yang kesepakatan kerja sama Data, dan Informasi
lembaga terkait dalam mendukung Pemibu dan kerja sama denjgan KPU organisasi masyarakat, atau pihak memiliki clokumen kerja sama aktif Sub Bagian Partisipasi,
Pemilihan di thagkat kabupaten/kota. Kabupaten/Kota dalam mendukung terkait lainnya di tingk:at (MolJ, PKS, atau bentuk Keputusan KPU Hubungan Masyarakat,
Pemilu dan Pemilihan. kabupaten/kota yang: kesepakatan resmi lainnya) dengan | Kabupaten/Kota dan Sumber Daya
KPU Kabuipaten/Kota pada periode Manusia
menjalin kerja sama ressmi dengan berjalan Laporan kerja sama Sub Bagian Teknis
KPU Kabupaten/Kota; Penyelenggaran Pemilu
Contoh: Dokumentasi kegiatan dan Hukum

dituangkan dalam dokiimen kerja MoU/PKS aktif = 10 lembaga

sama yang sah (MoU, PKS, atau

bentuk kesepakatan laiin sesuai Cajpaian = 10 lembaga

ketentuan);

mendukung pelaksanaan tahapan

atau non-tahapan Pemilu/Pemilihan;

berlaku atau ditetapkain pada tahun

berjalan;

dihitung satu kali per lzmbaga.
Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di  |Persentase Pemenuhan Komponen 80 85 87 90 100 Persentase komponen Reformasi (Jumlalh komponen Reformasi Lembar Kerja Evaluasi Sub Bagian Teknis
Lingkungan KPU Kabupaten/Kota sesuai Pedoman |Reformasi Birokrasi KPU Birokrasi yang: Birokrasi yang dipenuhi oleh KPU | (LKE) ZI Penyelenggaran Pemilu
vang Berlaku Kabupaten/Kota sesuai Pedoman Kabupate:n/Kota + Total komponen dan Hukum

KPU dilaksanakan oleh KPU Reforrmasi Birokrasi yang Laporan Pembangunan ZI  |{Sub Bagian Perencanaan
Kabupaten/Kota sesuai area ditetapkan dalam pedoman KPU) x , Data, dan Informasi
perubahan RB; 100% Dokumen pendukung
eviden RB lainnya
didukung dokumen eviden yang sah Contoh:
dan relevan; Total lsomponen RB = 8 area
perubahan
diinput dan disampaikan sesuai Kompomnen terpenuhi = 7 area
jadwal;
(7 + 8) x 100% = 87,50%

diverifikasi dan dinyatakan memenuhi

oleh tim penilai internal;

dibandingkan dengan total komponen

RB yang wajib dipenuhi oleh KPU

Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik 100% 100% 100% 100% 100% |KPU/KIP Kabupaten/Kota yang (Jumlah layanan publik KPU/KIP | Standar pelayanan publik |Sub Bagian Perencanaan

yang baik di lingkungan KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Persentasen pelayanan publik secara

menyelenggarakan pelayanan publik
dan memenuhi kriteria “secara baik”,
meliputi:

tersedianya standar pellayanan publik
yang ditetapkan;

pelaksanaan layanan sesuai standar
waktu dan prosedur;

adanya mekanisme perigaduan dan
dokumentasi layanan;

tersedianya laporan atew bukti
penyelenggaraan layanian;

dibandingkan dengan total KPU/KIP
Kabupaten/Kota pada ‘tahun berjalan.

Kabupaten/Kota yang memenuhi

standar jpelayanan publik + Total

layanan publik yang diberikan) x
100%

Contoh:
Total layranan publik = 120 jenis
layanan
Layanan memenuhi standar = 114

(114 + 120) x 100% = 95,00%

KPU/KIP Kabupaten/Kota
Laporan pelayanan publik
Dokumentasi layanan

Hasil pengawasan internal

Data, dan Informasi
Sub Bagian Keuangan,
Umum, dan Logistik
Sub Bagian Teknis
Penyelenggaran Pemilu
dan Hukum

Sub Bagian Partisipasi,
Hubungan Masyarakat,
dan Sumber Daya
Manusia
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5 Terla ksananya monitoring dan evaluasi Jumlah lapo ran monitoring dan 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan |Jumlah laporan 1nonitoring dan Menghitung jumlah laporan Laporan Monev KPU Sub Bagian Perrencanaan
pelakisanaan program dan anggaramn KPU evaluasi pelaksanaan program dan evaluasi (Monev) pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kabupaten/Kota , Data, dan Infiormasi
Kabupaten/Kota secara akuntalbel dizm tepat anggaran yang disusun dan program dan anggaran KPU pelaksanaan program dewn

disampaikan: oleh KPU Kabupaten/Kota yang: anggaran yang disusun oleln KPU [Bukti penyampaia u lapoian
Kabupaten/Kota secara akuntabel Kabupaten/Kota serta
dan tepat waktu. disusun berdasarkan realisasi disampaikan sesuai jadwal dan |Rekapitulasi pelaporan
program dan anggaran pada periode ketentuan pada periode berjalan
pelaporan; Hasil verifikasi/ pe ngawasan
Contoh: internal
memuat capaian, permasalahan, dan | Laporan monev wajib = 4 la poran
rekomendasi perbaikan; (Triwulan 1-1V)
Laporan disusun & disampaikan
disusun sesuai pedoman yang tepat waktu = 4
berlaku;
Capaian = 4 laporan
disampaikan tepat waktu sesuai
jadwal;
didukung data demn dokumen
pendukung yang sah;
yang diselesaikar pada tahun
berjalan.
B.3. | Pengelolaan Sumber Da

1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan |Persentase pegawai di KPU 100% 100% 100% 100% 1.00% |Persentase pegawai KPU (Jumlah pegawai KPU Dokumen dan regiister Sub Bagian Partisipasi,
SDM melalui pemberian layansn administrasi Kabupaten/I{ota yang mendapatkan Kabupaten/Kota yang: Kabupaten/Kota yang menerima  |layanan kepegawaian Hubungan Masyarakat,
kepe gawaian yang tepat waktu dii lingkungan KPU |layanan admiinistrasi kepegawaian layanan administrasi kepegawaian dan Sumber Diaya
Kabuipaten/Kota. secara tepat waktu. memperoleh laya:nan administrasi te pat waktu + Total pegawai. KPU |Sistem/aplikasi Manusia

kepegawaian sesuai jenis layanan Kabupaten/Kota yang kepegawaian
yang diajukan; naengajukan/berhak menerima
lay:anan administrasi kepegawaian) | Rekapitulasi penyelesaian
layanan diselesaikan tepat waktu x 100% layanan
sesuai standar layanan yang berlaku;
Contoh: Hasil pengawasan internal
didukung bukti administrasi dan Total pegawai penerima layanan =
pencatatan layanan; 800 orang
Layanan diberikan tepat waktu =
dibandingkan dengan total pegawai 760 orang
yang mengajukan atau memerlukan
layanan administrasi kepegawaian (760 + 800) x 100% = 95,00%
pada tahun berjalan.
Q. Tersedianya dokumen kepegawmiian peggawai KPU  |Persentase d okumen kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100% |Persentase dokurnen kepegawaian (clumlah dokumen kepegawaian |Sistem/aplikasi Sub Bagian Partisipasi,
Kabupaten/Kota yang valid dam updare. pegawai KPUI Kabupaten/Kota yang pegawai KPU Kabupaten/Kota yang: |pegawai KPU Kabupaten/Kota yang| kepegawaian KPU Hubungan Masyarakat,
disediakan secara valid dan update. valid dan mutakhir + Total Kabupaten/Kota dan Sumber Diaya
1. sah, lengkap, dan terverifikasi dokumen kepegawaian pegawai Manusia
(valid); KPPU Kabupaten/Kota yang wajib |Arsip dokumen
2. diperbarui sesi1ai kondisi terakhir tersedia) x 100% kepegawaian
pegawai (update);
3. terdokumentasi dalam sistem/arsip Contoh: Rekapitulasi pembaruan
kepegawaian restni; ‘Total dokumen kepegawaian = |data
4. dapat ditelusuri bukti 9.000 berkas
pembaruannya; Dokumen valid & update = 8.550 |Hasil pengawasan internal
berkas
dibandingkan dengan total dokumen
kepegawaian pegawai KPU (8.550 + 9.000) x 100% = 9£3,00%
Kabupaten/Kota yang wajib tersedia
pada tahun berjalan.
B.4. |Pelayanan Op ional P dan Dukungan Saruma Prasarana
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Terwujudnya d ukungan sarana dan prasarana
kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan
memadai sesuai standar.

Persentase kuallitas penyediaan
dukungan saramna kerja KPU
Kabupaten/Kota yang baik dan
memadai.

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase elemen sarana kerja KPU
Kabupaten/Kota yang:

berada dalam kondisi kayak dan
berfungsi;

mencukupi kebutuhan kerja pegawai
dan operasional;

memenuhi standar sarana kerja yang
berlaku;

terdokumentasi dalam inventaris dan
hasil pemeriksaan;

dibandingkan dengan total elemen
sarana kerja KPU Kabuipaten/Kota
pada tahun berjalan.

(Jum'lah sarana kerja KPU
Kabupaten/Kota yang memenuhi
standar kelayakan dan fungsi +
Toleil sarana kerja KPU
Kabupaten/Kota yang tersedia) x
100%

Contoh:
Total sarana kerja = 1.500 unit
Sarana miemenuhi standar = 1.425
unit

(1.425 + 1,500) x 100% = 95,00%

Inventaris sarana kerja

Hasil pengecekan kondisi
Sdlaiid

Berita acara pemeriksaan

Laporan pengelolaan sarana
prasarana

Sub Bagian Keuangan,
Umum, dan Logistik

Meningkatnya kualitas layanan perkantoiran KPU
Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan kerja.

Persentase kuallitas layanan
perkantoran KPU Kabupaten/Kota
yang memenuhi kebutuhan kerja.

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase elemen layanan
perkantoran KPU Kabu paten/Kota
yang:

memenuhi standar layanan

perkantoran;

tersedia dan berfungsi untuk
mendukung pelaksanaan tugas;

memenuhi kebutuhan lkerja
unit/ pegawai,

dibuktikan melalui hasil
penilaian/monitoring leiyanan;

dibandingkan dengan total elemen
layanan perkantoran yang dinilai
pada tahun berjalan.

(Jumlah layanan perkantoran KPU
Kabupaten/Kota yang memenuhi
standar kebutuhan kerja + Total
layanan perkantoran KPU
Kabupaten/Kota yang
diselenggarakan) x 100%

Contoh:
Total layanan perkantoran = 180
layanan
Layanain memenuhi kebutuhan
kerja = 171 layanan

(171 + 180) x 100% = 95,00%

SOP/standar layanan
perkantoran

Laporan layanan
perkantoran

Hasil monitoring internal

Dokumentasi pendukung

Sub Bagian Keuangan,
Umum, dan Logistik

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi
Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU

Persentase Kualitas Tata Kelola
Administrasi Persuratan dan
Pengelolaan Arsiip KPU

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase tingkat kualitas tata kelola
administrasi persuratan dan
pengelolaan arsip di KPU
Kabupaten/Kota yang:

menjamin ketertiban administrasi
surat dan arsip

memenuhi standar pencatatan,
pendisposisian, dan penyimpanan
arsip

mendukung kelancaran tugas dan
fungsi KPU Kabupaten,/Kota

diukur melalui instrumen penilaian
internal sederhana sesuiai pedoman
KPU

pada tahun berjalan.

(Jumlah aspek tata kelola
persuratan dan pengelolaan arsip
yang me:menuhi standar + Total
aspek tata kelola persuratan dan
pengelolaan arsip yang dinilai) x
100%

Contoh:

Total aspek yang dinilai = 20
aspek
Aspek memenuhi standar = 19
aspek

(19 + 20) x 100% = 95,00%

Register surat masuk dan
keluar

Laporan penataan arsip

Dokumen SOP persuratan
dan kearsipan

Dokumentasi kegiatan

Sub Bagian Keuangan,
Umum, dan Logistik
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4 Meningkatnya kualitas layanain persidangan dan  |Persientase kualitas layanan 100% 100% 100% 100'% 100% |Persentase tingkat kualitas layanan (Jumlah aspek layanar. Survei kepuasan internal Sub Bagian Keuangan,
protokol KPU Kabupaten/Kota persidangan dan protokol KPU persidangan dan protokol yang: persidangan dan protokol yang Umum, dan Logistik
Kabupaten/Kota memenuhi standar pelayanan + |Dokumen rapat pleno
mendukung rapat pleno dan kegiatan | Kotal aspek layanan persidangan
resmi KF'U Kabupaten/Kota dan protokol yang dinilai) x 100% |Laporan pelaksanaan
Contoh: kegiatan
menjamin ketertiban, ketepatan ‘Total aspek layanan = 20 aspek
waktu, dan kelancaran persidangan Aspek memenuhi standar = 19 | SOP persidangan «an
aspek protokol
diukur melalui survei internal
sederhana atau instrumen penilaian (19 + 20) x 100% = 95,00%
layanan
sesuai dengan pedoman persidangam
dan protokol KPU
pada tahun berjalan.
5 Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang Persientase kualitas layanan 100% 100% 100% 100% 100% |Persentase tingkat kualitas layanan Wumlah aspek layanan keamanan |Survei kepuasan pegawai  [Sub Bagian Keuangan,
mem berikan rasa aman dan nyyaman bagi Pegawai |pemberian keamanan dan ketertiban keamanein dan ketertiban yang: dlan ketertiban yang memeinuhi Umum, dan Logistik
KPU Kabupaten/Kota bagi. Pegawai KPU Kabupaten,/Kota standar pelayanan + Total aispek |Laporan pengamainan
dirasakan oleh Pegawai KPU layvanan keamanan dan ketertiban
Kabupaten/Kota yang dinilai) x 100% Catatan kejadian lkeamanan
Contoh:
diukur melalui survei internal atau Total aspek keamanan = 20 aspek |Dokumen SOP
instrume:n sederhana Aspek memenuhi standar = 19
aspek
mencerminkan kemudahan akses,
kesiapsiaigaan petugas, dan (19 + 20) x 100% = 95,00%
kenyameinan lingkungan kerja
sesuai standar layanan keamanan
KPU
pada tahun berjalan
B.5. |Pemeriksaan Internal KPU
1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang |Persientase jumlah pengaduant 100% 100% 100% 100% 100% |Persentase pengaduan masyarakai kIumlah pengaduan masyarakat |Aplikasi pengaduan Sub Bagian Telknis
bersih dan berwibawa di KPU I{abupaten/Kota masyarakat pada KPU yang: yang ditindaklanjuti sestiai Penyelenggaran Pemilu
ketentuan + Total pengaduan Buku register pengaduan  |dan Hukum

Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti

diterima dan dicatat secara resmi

diverifikeisi dan diproses sesuai SOP

masyarakat yang diterima KPU
Kabupaten/Kota) * 100%

telah ditindaklanjuti dan diselesail
memiliki bukti penanganan yang salh
dibandingkan dengan jumlah seluruk

pengaduan masyarakat yang masuk
pada KPIU Kabupaten/Kota.

Contoh:

Total p duan diterima = 80
pengaduan
Pengaduan ditindaklanjuti = 76
pengaduan

(76 + 80) x 100% = 95,00%

Dokumen tindak Lanjut

Laporan pengawasan
internal
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2 Meningkatnya tindak lanjut hesil pengawasan di ~ |Persientase penyelesaian rekornendasi 100% 100% 100% 100% 100% |Persentase rekomendasi hasil (Jumlah rekomendasi BPK, 13PKP, |LHP pemeriksaan Sub Bagian Keuangan,
lingkungan KPU Kabupaten/Kota BPK., BPKP, dan APIP pada KPPU pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP darn APIP yang telah ditindaklanjuti Umum, dan Logistik
Kabupaten/Kota yang ditinda klanjuti pada KP'U Kabupaten/Kota yang: sesuai ketentuan + Total Data pemantauan tindak
rekomendasi BPK, BPKP, daia APIP |lanjut
telah ditindaklanjuti sesuai yang diterima KPU
rekomendasi Kabupaten/Kota) x 100% Berita acara
Contoh: klarifikasi/ verifika si
dinyatakan selesai oleh Total rekomendasi = 60
auditor/ pemeriksa Rekomendasi ditindaklanjuti = 57 |Laporan APIP
disertai bukti dukung yang lengkap (57 + 60) x 100% = 95,00%
dibandin gkan dengan jumlah seluruh
rekomendasi yang diterima KPU
Kabupaten/Kota.
3 Meningkatnya kualitas pengelolaan dan Persientase laporan keuangan KPU WTP WTP WTP WTP WTP Persenta se laporan keuangan KPU (Jumlah laporan keuangan KPU |Laporan Keuangan Satker |Sub Bagian Keuangan,
pertenggungjawaban keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai Kabupaten/Kota yang: kabupaten/Kota yang disuisun Umum, dan Logistik
Kabupaten/Kota SAP dan bebas dari kesalaharn sesuai Standar Akuntansi LHP pemeriksaan
material disusun sesuai SAP Pemerintahan (SAP) dai
dinyatakan bebas dari kesalahan |Laporan rekonsiliaisi
didukung data BMN yang akurat maeterial + Total laporan keuangan
KPPU Kabupaten/Kota yang wajib |Monitoring Inspek torat
disampaikan tepat waktu disusun) x 100%
Contoh:
tidak me miliki temuan material atau Total laporan keuangan wajib = 4
seluruh temuan telah ditindaklanjuti laporan
Laporan sesuai SAP & taipa
kesalahan material = 3 laporan
(3 +4) x 100% = 75,00%
4 Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Nilai Maturitas SPIP KPU 75 77 79 80 82 Nilai tingskat kematangan penerapan Penilaian tingkat maturitas SPIP  |Laporan Self-Assessment  |Sub Bagian Telknis
Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten/Kota SPIP padla KPU Kabupaten/Kota yang:| KPIU Kabupaten/Kota berdasiarkan |SPIP Penyelenggarat Pemilu
Kabupaten/Kota jpedoman penilaian SPIP yang dan Hukum
dinilai berdasarkan pedoman BPKP ditetapkan BPKP, mencakup unsur |Dokumen kebijakein dan
lingikungan pengendalian, penilaian|SOP
mencerminkan implementasi risiko, kegiatan pengendalian,
pengendalian intern pada seluruh informasi dan komunikasi, serta |Laporan evaluasi /APIP
proses utama pemantauan
Contoh: Rencana aksi peningkatan
ditetapkan melalui penilaian mandiri Hasil penilaian maturitas [SPIP | SPIP
dan/atau validasi APIP KPU Kabupaten/Kota = Lewvel 3
(Terdefinisi)
pada tahiun berjalan.
B.6. | Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Millik Negara
1 Terlaksananya pengadaan Barang/Jasa Pemilu Persientase pengadaan Barang;/Jasa 100% 100% 100% 100% 100% |KPU Katwupaten/Kota yang: (Jumlah paket pengadaan Dokumen PBJ (SPSE, Sub Bagian Ke uangan,

dan Pemilihan di KPU Kabupaiten/Kota secara
tertih) dan akuntabel

Pemilu dan Pemilihan tanpa terdapat
kasus pada proses pengadaari yang
mengakibatkan kerugian negeira atau
pemborosan uang negara

141l d

mnakan proses pen 1
sesuai ketentuan

tidak me miliki kasus pengadaan yang
mengakibatkan kerugian negara atau
pemborosan uang negara

tidak terdapat temuan pengadaan
yang bersifat material atau seluruh
temuan itelah ditindaklanjuti

dibandingkan dengan
standar/ juknis/kebijakan/prosedur/
aturan.

Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan
yang dilaksanakan tanpa teimuan
kasus kerugian
negara/pemborosan + Total paket
peengadaan Barang/Jasa Pemilu
dan Pemilihan yang dilaksanakan)
% 100%

Contoh:
Total paket pengadaan = 85 paket
Paket tanpa kasus/temuan. = 83
paket

(83 + 85) x 100% = 97,65%

SIRUP)
LHP APIP/BPK

Laporan monitoring
pengadaan

Data tindak lanjut. temuan

Umum, dan Logistik

Sub Bagian Perrencanaan,
Data, dan Informasi

Sub Bagian Telknis
Penyelenggaran Pemilu
dan Hukum

Sub Bagian Partisipasi,
Hubungan Masyarakat,
dan Sumber Daya
Manusia
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2 Terwujudnya pengelolaan Bareing Milik Negara Persientase pengelolaan Barang Milik 100% 100% 100% 100% 100% |KPU Kabwupaten/Kota yang: (Jumlah BMN material KPU Laporan SIMAK BMN Sub Bagian Keuangan,
KPU Kabupaten/Kota yang paituh dan tertib Negiara yang material secara patuh Kabupaten/Kota yang dikelola Umum, dan Logistik
berdiasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tertib sesuai SAP melaksanakan pengelol BMN sesuai ketentuan SAP dan Berita aceira inventarisasi

sesual SAP dan kelentuan kebijakan BMN ¢ Total BMN

material KPU Kabupaten/Kota |Laporan hasil pengawasan
melakukan pencatatan dan pelaporan yang wajib dikelola) x 100% internal
BMN ma terial secara tertib

Contola: Data tindiak lanjut temuan
melaksanakan inventarisasi dan Total BMN material = 750 unit
pengamenan BMN BMN dikelola sestiai SAP = 713
unit

tidak memiliki temuan material BMN
atau seluruh temuan telah (713 + 750) x 100% = 95,07%
ditindakllanjuti
dibandingkan dengan
standar/ juknis/kebijakan/prosediir/
aturan.

3 Terwujudnya pengelolaan Bareng Milik Negara Jumlah laporan Barang Milik Negara | 1 Laporan |1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan [Jumlah llaporan BMN KPU Menghitung jumlah. laporan BMN |Laporan SIMAK BMN KPU | Sub Bagian Keuangan,
KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Sistem KPU Kabupaten/Kota berdaszirkan Kabupaten/Kota yang: KPU Kabupaten,/Kota yang Kab/Kota Umum, dan Logistik
Akuritansi Pemerintahan SIMAK BMN yang datanya sesuai disusun melalui SIMAK

dengan Data Standar Akuntansi disusun melalui aplikasi SIMAK BIMN BMN/SAKTI Modul Aset, Berita acaira rekonsiliasi
Keuangan (SAK) direkonsiliasi, dar: dinyatakan
telah dinekonsiliasi dengan data sesuai dengan data Standar Laporan keuangan satker
SAK/SAIBA Akuntansi Keuangan (SAK) pada
periode peleiporan Hasil monitoring dan
tidak terdapat selisih data BMN pengawasan internal
dengan laporan keuangan Contola:
Laporan BMN wajib = 2 laporan
disampaikan sesuai jadwal pelaporan (Semesteran & Tahunan)
Laporan sesuai SIMAK BMN dan
dalam szitu tahun anggaran. SAK = 2 lajporan
Capaian = 2 laporan
B.7. |Pengelolaan Data dan Informasi
1 Terscdianya data dan informasii yang valid di Jumlah KPU penyediakan data dan 1 satker 1 satker 1 satker 1 satker 1 satker |KPU Kabupaten/Kota yang: Menghitung juimlah KPU Laporan pengelolaan data |Sub Bagian Perencanaan,

lingk ungan KPU Kabupaten/Kota

inforrmasi secara valid

menyediiakan data dan informasi
kepemiluian sesuai ketentuan

melakukan verifikasi dan validasi «data
secara berkala

memperbarui data sesuai periodisasi

menyam paikan data melalui sistern
resmi KPU

dalam seitu tahun anggaran.

Kabupaten/Kota yang
menyediakan data dan informasi
yang telah diverifikaisi kebenaran,
kelengkapan, serta lkesesuaiannya

dengan sumber resmi dan
ketentuan yang berlaku pada
periode berjalan

Contola:
Total KPU Kabupaten/Kota = 514
KPU yang menyediakan
data/informasi walid = 500

Capaian = 500 KPU
Kabupaten /Kota

Berita acera validasi

Hasil moriev dan
pengawasan internal

Sistem inifformasi/dasbor
data KPU

Data, dan Inforrmasi
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2 Terwujudnya penerapan e-Government secara Persientase penerapkan e-Goviernment 100% 100% 100% 100% 100% |KPU Kabupaten/Kota yang: (Jumlah proses/ layanan e- Laporan penerapan e- Sub Bagian Perencanaan,
tepat: di lingkungan KPU Kabu paten/Kota sesuiai SOP yang berlaku Government di KPU Governme:nt Data, dan Informasi
menerapkan e-Government dalam Kabupaten/Kota yang diterapkan
proses kerja dan layanan kepemiluian | sesuai SOP = Total proses/layanan |Checklist kepatuhan SOP
e-Government yang wajib
menggunakan sistem/aplikasi resini diterapkan) > 100% Hasil monev dan
KPU sesuai ketentuan pengawasan internal
Contola:
mematuli SOP terkait keamanan Total proses/liayanan e- Dokumentasi penggunaan
informasi, manajemen akun, dan tata Government = 20 sistem
kelola daita Sesuai SOPP = 19
melaksanakan pelaporan dan (19 + 20) x 100%% = 95,00%
administrasi secara elektronik
dibandingkan dengan
standar/ juknis/kebijakan/prosedir/
aturan.
3 Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Persientase penyediakan sarana dan 100% 100% 100% 100% 100% |KPU Kabupaten/Kota yang: (Jumlah sarana dan prasarana IT |Daftar inventaris IT Sub Bagian Perencanaan,
Kabupaten/Kota yang terintegrasi dan memadai prasiarana IT secara memadai sesuai KPU Kabupaten,/Kota yang Data, damn Informasi
stanidar KPU memiliki sarana dan prasarana IT tersedia, berfungsi, (lan terintegrasi|Laporan kondisi sarana IT
sesuai standar minimum (perangkat, | sesuai standar KPU + Total sarana
jaringan, konektivitas) dan prasarana IT KPU Berita acewra pemeriksaan
Kabupaten/Kota yang dibutuhkan
mendukiing operasional sistem sesuai standar KPU) * 100% Hasil moriev dan
informasi Pemilu dan Pemilihan pengawasan internal
Contola:
terhubung dan kompatibel dengan. Total kebutuhan
sistem 11" KPU Provinsi dan KPU RI sarana/prasarana IT = 400 unit
Tersedia & memenuhi standar =
dipelihara dan dikelola secara baik: 380 unit
dibandin gkan dengan (380 +400) x 100% = 95,00%
standar/ juknis/kebijakan/ prosediir/
aturan.
B.8. |Pengembangan Sumber Daya Manusia
1 Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di Persentase peningkatkan kom petensi 100% 100% 100% 100% 100% |KPU Kabupaten/Kota yang: (Jumlah pegawai KPU Laporan pelaksanaan Sub Bagian Partisipasi,
lingkungan KPU Kabupaten/Kota melalui media  |SDM melalui media kompetensi yang Kabupaten/Kota yang mengikuti |peningkatan kompetensi Hubungan Masyarakat,
komjpetensi yang tersedia ada faatkan media komp 181 dan menyelesaikian kegiatan dan Sumber Diaya
yang tersedia (diklat, LMS, e-learning, | peningkatan kompetensi melalui |Data keik utsertaan pegawai Manusia

coaching;, Bimtek)

menugasikan pegawai mengikuti
kegiatan peningkatan kompetensi

melaporkan dan mendokumentasikan
hasil periingkatan kompetensi SDM

dibandin gkan dengan
standar/ juknis/kebijakan/prosedir/
aturan.

media yang tersedia + Total
pegawai KPU Kabupaten/Kota yang
menjadi sasaran jpeningkatan
kompetensi) x 100%
Contola:

Total pegawai sasaran = 450 orang
Mengikuti & menyelesaikan
peningkatan kompetensi = 428
orang,

(428 +450) x 100% = 95,11%

Sertifikat atau bukti
pembelajeiran

Hasil monitoring dan
evaluasi
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2 Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di Persientase pegawai Sekretariat KPU 100% 100% 100% 100% 100% |Persentase pegawai di Sekretariat KPU| (Jumlah pegawai Sckretariat KPU |Data kepe:gawaian Sub Bagian Partisipasi,
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang telah Kabupaten/Kota yang: Kabupaten/Kota yang memenuhi Hubungan Masyarakat,
melaksanakan pengembangan minimal jam pelajaran Dokumen pelatihan/bimtck [dan Sumber Daya
kompetensi dengan jumlah jam mengikuti pengembangan kompetensi | pengembangan komipetensi sesuai Manusia
pelajaran sesuai ketentuan dalam 1 sesuai rencana pengembangan SDM ketentuan + Total pegawai Sertifikat dan laporan
(satw) tahun Sekretariat KPU Kalbupaten/Kota) |kegiatan
memenuhi jumlah jam pelajaran x 100%
minimal sesuai ketentuan Contola: Rekap jana pelajaran
Total pegawai Sekretariat = 350
memiliki bukti administrasi orang;
pelaksanaan kegiatan Memenuhi JP sesuai ketentuan =
333 orang
dibandingkan dengan total pegaweii
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (333 + 350) x 100% = 95,14%
pada tahun berjalan.
3 Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM Persientase fungsional Penata Kelola 0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% [Persentase pejabat fungsional Pen:ata | (Jumlah fungsional Penata Kelola |Data jabatan fungsional Sub Bagian Partisipasi,
fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU |Pemilu Sekretariat KPU Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Pemilu Sekreteriat KPU Hubungan Masyarakat,
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang menyainpaikan Kabupaten/Kota yang: Kabupaten/Kota yang Bukti pengiriman tulisan  |dan Sumber Daya
tulisan untuk Jurnal Tata Kelola menyampaikan tulisan pada Jurnal Manusia
Pemilu Indonesia menyam paikan naskah tulisan sessuai | Tata Kelola Pemilu Indonesia +  |Laporan pengembangan
ketentuan jurnal Total fungsional Penata Kelola |kompetensi
Pemilu Sekretariat KPU
berkontribusi dalam pengembangan Kabupaten/Kota) x 100%
pengetahiuan dan praktik kepemiluan
Contolx:
memiliki bukti pengiriman naskah Total fungsional PIKP = 45 orang
Menyampaikan tulisan = 36 orang
dibandingkan dengan total pejabat:
fungsional Penata Kelola Pemilu di (36 + 45) x 100%% = 80,00%
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
pada tahun berjalan.
B.9. |Penguatan dan Integrasi Sistem Infe i Pemilu
1. Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan Persientase sistem informasi Pemilu 100% 100% 100% 100% 100% |Persentase sistem informasi Pemila (Jumlah sistem informasi Pemilu |Laporan penggunaan Sub Bagian Perencanaan,
operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan |dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan Pemilihan yang: dan Pemilihan yang dimanfaatkan |sistem Data, dan Informasi
di tingkat kabupaten/kota dan dioperasionalkan KPU dan dioperasiona lkan sesuai Sub Bagian Teknis
Kabupaten/Kota sesuai ketentuan digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota | ketentuan + Total siistem informasi |Rekap login/aktivitas Penyelenggaran Pemilu
sesuai tethapan Pemilu dan Pemilihan yang wajib |sistem dan Hukum
dioperasionalkan di KPU
dioperasionalkan oleh SDM yang Kabupaten/Kota) x 100% Laporan kendala dan
ditunjuk dukungan teknis
Contola:
diisi dan diperbarui datanya secara Total sistem informasi wajib = 10 |Hasil moriitoring dan
tepat waktu sistem evaluasi
Sistem dimanfaatkan &
dilapork:an kendala dan evaluasinya dioperasionalkari = 9 sistem
dibandingkan dengan seluruh sistem (9 + 10) x 100% = 90,00%
informasi Pemilu yang diwajibkan
digunakan KPU Kabupaten/Kota.
B.10. |Pendataan DPT Berkelanjutar
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tingkat kabupeiten/kota bersama pihak terkait

bersama pihak terkait

melaksanakan pemutalkhiran data
pemilih secara berkelanjutan

melakukan koordinasi dan
sinkronisasi data dengan Dukcapil
Kabupaten/Kota, Bawzislu, dan pihak
terkait

menyampaikan laporan pendataan
DPT berkelanjutan seceira periodik

dalam satu tahun anggaran.

pendataan DPT berkelanjutan yang
dila ksanakan oleh KPU
Kabupaten/Kota bersama pihak
terkait (antara lain Disdukcapil,
Bawasllu, dan instansi terkait
lainnya) sesuai ketentuan pada
periode berjalan

Contoh:
Kegiatan pendataan DPT
berkelanjutan yang dilaksanakan =
15 kegiatan

pemilih berkelanjutan

Berita acara sinkronisasi
data

Hasil monitoring dan
evaluasi

b Terlaksananya persiapan pendataan DPT Persentase persiapan pendataan DPT 100% 100% 100% 100% 100% |KPU Kabupaten/Kota yang telah: (Jumla’h komponen persiapan Dokumen rencana kerja Sub Bagian Perencanaan,
berkelanjutan (i tingkat kabupaten/kota berkelanjutan pendataan DPT berkelanjutan yang | persiapan Data, dan Informasi
menyiapkan rencana kerja persiapan telah dilaksanakan sesuai
pendataan DPT berkelanjutan ketentuan + Total komponen Berita acara koordinasi
persiapan pendataan DPT
menyiapkan SDM, operator, dan berkelanjutan yang ditetapkan) x | Laporan kesiapan KPU
penanggung jawab 100% Kabupaten/Kota
Contoh:
melakukan koordinasi dengan Total komponen persiapan = 10 | Hasil monitoring dan
Dukcapil Kabupaten/Kota dan pihak komponen evaluasi
terkait Kom ponen terlaksana = 9
komponen
menyiapkan sarana, prasarana, dan
sistem pendukung (9 + 10) x 100% = 90,00%
dibandingkan dengan
standar/kebijakan/pro sedur/aturan.
2 Terlaksananya pendataan DPT berkelanjutan di Jumlah pendataan DPT berkelanjutan | 4 kegiatan | 4 kegiatan |4 kegiatan |4 kegiatan | 4 kegiatian |KPU Kabupaten/Kota yang: Menghitung jumlah kegiatan Laporan pemutakhiran data|Sub Bagian Perencanaan,

Data, dan Informasi
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